
WALIKOTA TUAL 
PROVINSI MALUKU 

PERATURAN WALIKOTA TUAL 
NOMOR 224 TAHUN 2017 

TENTANG 

URALAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DAN DESA KOTA TUAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

WALIKOTA TUAL, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka membenikan panduan dan pedoman 
kinerja guna memaksimeikan peran dan tanggung jawab 
dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan serta pemberian 
motivasi yang dapat menghas~lkan kinerja yang optimal, 
maka perlu disusun uraian tugas dan jabatan secara 
sistematis dan terpadu; 

b. bahwe untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 19 
Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Tual, maka perlua uraian 
tugas jabatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 
organisasi; 

c. bahwa berdesarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota Tual. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam 

Wilaya.h Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 11I, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1645; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4421], 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republhk Indonesia 
Tahu 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438]; 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 207 tentang 
Perbentukan Kota Tual di Povinsi Mahuku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 NOT.or 97, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4747 



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 
Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahu 2014 tentang Aparatur 
Sipii Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noor 5494]; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerinta.han Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 204 NOmor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 

9. Peraturan Pemerintah Noror 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negcni Sipil {Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) scbagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noror 4192); 

10. Peraturan Pererintah Nomor 100 Tahu 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia 
Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Noor 197, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4018] sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2002 [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4194]; 

1.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Noor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4263); 

12 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887}; 
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Menetapkan 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

15. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual 
(Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7096; 

MEMUTUSKAN · 

PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG URAIAN TUGAS 
JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 
DESA KOTA TUAL. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tual; 

2, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tual, 

3, Walikota Tual adalah Walikota Tal; 

4. Wakil Walkota adalah Waki Walikota Tual; 

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tual, 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual; 

7 Dinas Daerah adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kota Tual; 

8. Perangkat Daerah adalah orgarisasi pad Pererintah Daerah yang 
bertanggung jawab kepada Walikota dalarn rang.a penyelenggaraan 
pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Dinas Daerah, dan Lmbaga Teknis Dacrah; 

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah 
unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, 

10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggngiawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam 
rangka memimpin suatu satuan organisasi; 

1Jabatan fungsional Pegewei Negeri Sipil yang selanjutnye disebut jabatan 
fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungiawab, 
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, 

12. Pelaksana adalah jabatan di luar jabatan struktural maupuan jabatan 
fungsional berada di bawah pejabat cscion terendah yang melaksanakan 
sebagian tugas pada jabatan struktural; 

13. Standar Kompetensi abatan yang selanjutnya disebut standar kompetensi 
adalah persyaratan kompctensi minimal yang harus dimiliki seorang 
Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan, 

14. Desentrzlisasi adalah penyerahan kewenangan Pemerintah oleh Pemerintah 
kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatan Republik 
Indonesia; 
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15. Tugas Pembantan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah 

dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota 
dan/atau Desa serta Dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk 

melaksanakan tugas tertentu; 

16. Tugas okok adalah sekumpulan aktifitas untuk menyelesaikan pekerjaan; 

7. Fungsi adalah sekelompok aktifitas yang tergolong pada jenis yang samna 
berdasarkan sifat atau pelaksaannya, 

18. Uraian Tgas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan 
yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh peregang jabatan 

dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu 

BAB II 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

Bagian Pertama 
SUSUNAN ORAGNISASI 

Pasal 2 

tl) Susunan Organisasi Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kota Tal, 
terdiri dari : 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat, terdiri dari : 

1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

c. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, terdiri dari 

1.Seksi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelrahan; 

2. Seksi Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Desa; 
3. Seksi Penataan Desa. 

d. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam dan 

Teknolog Tepat Guna, terdiri dari: 

L.Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; 
22.Seksi Surber Daya Alam, Sarans dan Prasarana Perdesaan; 
3.Seksi Teknologi Tepat Guna. 

e. Bidang Ketahanan Masyarakat Kelembagaan dan Sosial Budaya, terdiri 

dari · 

1. Seksi Ketahanan Masyarakat; 
2. Seksi Kerjasara Kelembagaen Masyarakat; 

3. Seksi Sosial dan Budaya Masyarakat. 
(2) Kelompok Jabatan Fungsional. 
(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

Bagian Kedua 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasa 3 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tual merupakan unsur 
pelaksana otonomi daerah pemerintah Kota di bidang pemberdayaan 
mnasyarakat dan desa, dipimpin oleh scorang Kepala Dinas yang berkedudukan 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
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Pasal 4 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu 
Walikota melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan 
Pembangunan di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui 
kebijakan teknis dan pcmbinaan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan 

masyarakat dan desa. 

Pasal 5 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan tckris di bidang Pembcrdayaan 
Masyarakat dan Desa; 

b. Menyclenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan 
umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan 
Peraturan Perundang-Undangan; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa; 

d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas, 

e. Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Dinas; 

f. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di 
bidang Pembecrdayaan Masyarakat dan Desa 

Bagian Ketiga 

KEPALA DINAS 

Pasal 6 

Uraian tugas Kepala Dinas, sebagai berikut : 
a. Meruamuskan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa; 
b. Merumuskan dan menyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayean 

Masyarakat dan Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku; 

c. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai ketentuan perundang­ 
undangan yang berlaku; 

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dalam 
rangka penyusunan dokumen perencanaan daerah berupa Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah {RPJPD), Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD], dan Rencana Jangka Pendek atau 
Rencene Kerja Pererintah Darah {RKPD}; 

e. Mengkoordinasikan dan menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD 
(KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS} Pemerintah Daerah; 

f. Melakukan kerjasama dengan berbagal pihak dalam rangka pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

g. Menyelenggarakan pembinaan tekris di bidang Pemberdayaan Masyarakat 
dan Dess; 
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h. Membina dan mengendalikan semua kegiatan bidang Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa serta wajib menerapkan azas koordinasi, integrasi 
dan sinkronisasi secera vertical dan horizontal baik dalam lingkungan 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun antara satuan 
organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lainnya di 
Daerah; 

i. Mengorganisasikan dan mcngarahkan semua jabatan/eselon di lingkungan 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan kebijakan 
tekris di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai ketentuan 
Perundang-undangan yang berlaku; 

j. Menetapkan standard dan pedoman pelaksanaan pelayanan umum di 
bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai ketentuan Perundang­ 
undangan yang berlaku; 

k. Membina, mcngawasi dan mengendalikan pclaksanaan tugas-tugas Dinas, 
sesuai ketentuan Perundang-undangan yang beriakau; 

I. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tata usaha Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa; 

mn. Membina dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan 
serta menilai prestasi kera bawahan sebagai bahan pertimbangan 
pengembangan karier berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang 

berlaku; 
n. Mengevaluasi pelaksanaan semua kcbijakan teknis yang telah ditetapkan 

secara periodik; 
o. Menyusun rencana kinerja dan laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas sesuai 

ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; 
p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; 
q. Melaksanakan tugas lain di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang 
ditetapken oleh Walikota. 

Bagian Keempat 
SEKRETARIS DAN KEPALA SUB BAGIAN 

Pesa 7 

Uraian Tugas Sekretaris, scbagai berikut : 
a. Menyelenggarakan tata usaha, administrasi umum dan kepegawaian, 

keuangan dan perencanaan lingkup dinas; 
b. Mengorganisasikan kegiatan sekretariat dan seluruh bidang lingkup dinas; 
c. Mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumen yang 

diperlukan dalamn rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas; 
d. Menghimpun bahan-bahan pembinaan organisasi dan mengatur 

tatalaksaha dinas; 
e. Menyelenggarakan rumah tangga dan perlengkapan dinas; 
f. Mengkcoordinasikan bahan penyusunan Perencanaan Kinerja dan laporan 

Akuntabilitas Kinerja Dinas; 
g. Merbina dan mengawasi pelaksaraan tugas sub bagian umum dan 

kepegawaian, serte sub bagian perencanaan dan keuangan; 
h. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu 

kepada kepala Dinas; 
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i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 8 

(1) Urainn Tugas Sub Bagan Umum dan Kepegawaian, sebagai benikut: 
a. Menerima, mencatat, mengelola, mengatur, mengirim dan menyimpan 

seluruh dakumnen/surat masuk/surat keluar; 
b. Menyampaikan lembaran desposisi yang disertakan bersama dokumen 

surat masuk kepada Kepala Dinas; 
c. Melakukan penomoran surat keluar sesuai ketentuan Perundang­ 

undangan yang berlaku, 
d. Meneruskan seluruh dokumen surat masuk dan keluar kepada pihak 

terkait; 
e. Mengatur dan mengkoordinasikan urusan rumah tangga meliputi 

ketertiban dan keamanan, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi 
perlengkapan/ barang, alat tulis kantor (ATK}, pengunaan kendaraan, 
dan lain-lain rusan rumah tangs, 

f. Membantu Sekretaris dalam menyclenggarakan administrasi 
kepegawaian dinas meliputi pengusulan pengangkatan, kenaikan 
pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, cuti, pemberhentian dan 
pension, penysunan daftar urut kepangkatan, bezetting pegawai neger 
aipil dan sumpah janji pegawai negeri sipil serta urusan kepegaweian 
lainnya sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; 

g. Mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumen 
kepegawaian yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi; 

h. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkale maupun sewaktu-wektu 
kepada Sekretais; 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, sebagai 
benikut: 
a. Merencanakan dan mcnyusun rencana anggaran dan daftar pelaksanaan 

anggaran dinas; 
b. Mengatuar dan mengelola administrasi keuangan; 
c. Mengatur dan mengkordinir bendahara pengeluaran sesuai ketentuan 

Perundang-undangan yang berlaku; 
d. Menyiapkan administrasi perjalanan dinas; 
e. Mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumen keuangan 

dan perencanaan yang diperlukan dalarn rangka pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsi, 

f. Mengkoordinasikan pcnyiapan pertanggungiawaban pengelolaan 
keuangan dinas; 

g. Membantu Sekretaris dalam mengkoordinasikan bahan-bahan yang 
diperlukan dalarm rangka penyusunan rencana kinerja; 

h. Membantu Sekrctaris menyusun rencana kinerja den laporan 
Akuntabilitas Kinerja; 

i. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu 
kepada Sekretaris; 
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j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kelima 

KEPALA BIDANG DAN KEPALA SEKS 

Pasal 9 

Uraian Tugas Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat, Kelembagaan dan Sosial 

Budaya, sebagai berikut: 
a. Menyampaikan data/bahan dalam rangka penyusunan perencanaan 

Ketahanan Masyarakat, Kelembagaan Dan Sosial Budaya serta pedoman 
pelaksanaannya; 

b. Mengkoordinesikan rancana pemberdayaan masyarakat di bidang 
Ketahanan Masyarakat, Kelembagaan Dan Sosial Budaya dengan instansi 
terkait agar tercipta keterpaduan program; 

c. Menyelenggarakan perbinaan dan fasilitasi di bidang Ketahanan 
Masyarakat, Kelembagaan Dan Sosial Budaya; 

d. Melakukan kerjasame penelitian di bidang Ketahanan Masyerakat, 

Kelembagaan Dan Sosial Budaya; 
e. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang Ketahanan 

Masyarakat, Kelembagaan Dan Sosial Budaya sesuai ketentuan Perundang­ 
undangan yang berlaku; 

f. Membina dan mengawasi staf bawahannya; 

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sccara bcrkala maupun sewaktu­ 
waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai ketentuan 

Peru.ndang-undangan yang berlaku. 

Pasal 10 

1 Uraian Tugas Kepala Seksi Ketahanan Masyerakat, sebagai berikut : 

a. Menyampaikan data/informasi sebagai bahan penyusunan dan 
perumusan rencana bidang Ketahanan Masyarakat; 

b. Membantu kepala bidang melakukan pembinaan dan fasilitasi 
penyuasunan percncanaan di bidang Ketahanan Masyarakat; 

c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana di bidang Ketahanan 
masyarakat di daerah; 

d. Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan di bidang Ketahanan 

Masyarakat; 
e. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang 

Ketahanan masyarakat; 
f. Melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dengan 

satuan kerja terkait baik di Pusat maupun di Daerah; 
g. Merbina dan mengawasi staf bawahannya; 

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu­ 
waktu kepada kepala bidang; 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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(2] Uraian Tugas Kepala Seksi Kerjasama Kelembagaan Masyarakat, sebagai 
berikut: 
a. Menyampaikan data /informasi sebagai bahan penyusunan dan 

perumusan rencana bidang Kerja sama Kclembagaan Masyarakat; 
b. Membantu kcpala bidang melakukan pembinaan dan fasilitasi 

pcnyusunan perencanaan di bidang Kerja sama Kelembagaan 
Masyarakat; 

c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat 
untuk peningkatan taraf hidup diberbagai sektor ekonomi, sosial dan 
budaya pada bidang Kerja sama kelembagaan masyarakat di daerah; 

d. Menyelenggarakan pelatihan dan Pembinaan di bidang Kerja sama 

Kelembagaan Masyarakat; 
e. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang Kerja 

sama kelembagaan masyarakat; 
f. Melaukan koordinasi dan konsultasi peasanaan tugas dengan 

satuan kerja terkait baik di Pusat maupun di Daerah; 
g. Membina dan mengawasi staf bawahannya; 
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu­ 

waktu kepada kepala bidang; 
i. Melaksanakan tgas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai 

etentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Uraian Tugas Kepala Scksi Sosial dan Budaya Masyarakat, sebagai 
berikut : 
a. Menyampaikan data/informasi sebagai bahan penyusunan dan 

perumusan rencana bidang Sosial dan Budaya Masyarakat ; 
b. Membantu kepala bidang melakukan pcmbinaan dan fasilitasi 

penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat di bidang Sosial 
dan Budaya Masyarakat; 

c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana di bidang Sosial dan Budaya 

masyarakat di daerah; 
d. Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan di bidang Sosial dan 

Budaya Masyarakat; 
e. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bideng Sosial 

dan Budaya masyarakat; 
f. Melakukan koordinesi dan konsultasi pelaksanaan tugas dengan 

satuan kerja terkait baik di Pusat maupun di Daerah; 
g. Membina dan mengawasi staf bawahannya; 
h. Melaporkan has~l pelaksanaan tugas secara berkala mnaupun scwaktu­ 

waktu kepada kepala bidang; 
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olch kepala bidang scsuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 1 1  

Uraian Tugas Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, 
$umber Daya Alam dan Teknologi Tepat Ouna, sebagai berikut . 
a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya; 
b. Menyusun dan menetapkan rencana dan program kerja di Bidang 

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya alam dan 
Teknologi Tepat Guna; 
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e. Pembinaan, Pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan tuagas di Bidang 
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya alam dan 
Teknologi Tepat Gauna; 

d. Penyelenggaraan pemberdayean ekonomi penduduk miskin; 
e. Penyclenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok 

masyarakat; 
f. Penyelenggaraan pengembangan lembaga ekonomi desa; 
g. Pemberian bimbingan dan pctunju penyelenggaraan pemberdayaan usaha 

ckonomi masyarakat; 
h. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha 

masyarakat; 
i. Pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pengelolaan sumber 

daya alam desa berkelanjutan; 
j. Pengkoordinasian dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna, 
k. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guns; 
I. Pengkoordinasian dan fasilitasi serta penyelenggaraan pemasyarakatan 

dan kerjasama teknologi perdesaan; 
m. Evalasi pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Usaha Ekonomi 

Masyarakat, Sumber Daya alam dan Teknologi Tepat Guna, 
n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas stcara berkala maupun sewakt­ 

waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; 

o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
bidang tugasnya; 

p. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang 
langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang gas0ya 

Pasal 12 

petunjuk 
kelompok 

f. 

(I) Uraian Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, 
sebagai berikut : 
a. Membantu Kepala Bidang sesuai tugasnya; 
b. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja di 

Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat; 
c. Menyusun bahan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa; 
d. Merbuat konsep/draft kcbijakan bidang pengembangan usaha 

ekonomi masyarakat desa; 
e. Menyiapkan bahan ntuk penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi 

penduduk miskin; 
Menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan 
penyelenggaraan pengembangan ekonomi keluarga dan 
masyarakat; 

g. Merfasilitasi pembinaan, peningkatan dan pengembangan lembaga 
ckonorm antar desa; 

h. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan petuanjuk 
penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; 

i. Melakukan pemantatan, pengendelian dan cvaluesi pelaksanaan tugas 

di scksickonomi; 
j. Melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dengan 

satuan kerja terkait di Pusat maupun di daerah; 

k. Membina dan mengawasi staf bawahannya; 
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L. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu­ 

waktu kepada Kepala Bidang; 
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olch kepala Bidang sesuai 

dengan bidang tgasnya. 
n. emberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang 

entang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam 

bidang tugasnya. 

2) Uraian Tugas Kepala Seksi Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasarana 
Perdesaan, sebagai berikut ; 
a. Menyarpaikan data/informasi sebagai bahan perumusan rencana di 

seksi Sumberdaya Alam, Sarana dan Prasarana Perdesaan; 

b. Membantu kcpala bidang melakukan pembinaan dan 

penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat 
Sumberdaye Alam, Sarana dan Prasarana Perdesaan; 

c. Membuat konsep/draft kebijakan bidang pengelolaan sumber daya 

alam dcsa berkelanjutan; 

d. Memfasilitasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam; 
e. Merencanakan pelaksanaan pengernbangan sarana dan prasarana 

perdesaan yang sesuai dengan kondisi dan potensi desa; 
f. Melaukan pemantauan, pengendalian dan evauasi pelaksanaan tugas 

di seksi Sumberdaya Alam, Sarana dan Prasarana Perdesaan; 
g. Melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dengan 

satuan kerja terkait di Pusat maupun di dacrah; 
h. Membina dan mengawasi staf bawahannya; 
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu­ 

waktu kepada Kepala Bidang; 
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuei 

dengan bidang tugasnya; 
k. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang 

tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam 

bidang tugasnya. 

(3) Uraian Tugas Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna, sebagai berikut: 
a. Menyampaikan data/informasi sebagai bahan perumusan rencana di 

Seksi Teknologi Tepat Gunia; 

b. Membantu kepala bidang melakukan pembinaan dan fasilitasi 

penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat di seksi Teknologi 

Tepat Guna; 
c. Merencanakan pelaksanaan pengembangan Teknologi Tepat Guna Desa 

Perdesaan; 
d. Melakukan pelatihan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat sebagai 

upaya mengembangkan sumber daya manusia desa; 
e. Melakukan pemnantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugs 

di seksi Teknologi Tepat Guna; 
f. Melakuakan koordiasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dengen 

satan kerja terkait di Pusat matupun di daerah; 
g. Membina dan mengawasi staf bawahannya, 
h. Meaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu­ 

waktu kepada Kepala Bidang; 
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
1 1 
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j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang 
tentang angkah-langkah dan tindakan yang perlu diambi) dalam 
bidang tugasnya. 

Pasal 13 

Uraian Tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa/ Kelurahan, scbagai benikut. 
a. Mengkoordinasikan dan menyampaikan data atau bahan dalam rangka 

pcnyusunan perancanaan pemerintahan desa/Kelurahan serta pedoman 

pelaksanaannya; 
b. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang pemerintahan desa; 
c. Melaksanakan penyuasunan, pembinaan, pembuatan RPJMDes, RKPDes 

dan APBDes. 
d. Melaksanakan faslitasi pendistribusian den pembinaan pengelolaan Dana 

Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD}. 

e. Menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan di bidang pemerintahan 

desa; 
f, Mclaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang 

pemerintahan desa, 
g. Membina dan mengawasi staf bewahannya, 
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu­ 

waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; 
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 14 

(1) Uraian Tugas Seksi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan, sebagai 
berikuat : 
a. Merencanakan program bidang administrasi pemerintahan 

desa /kelurahan sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku; 
b. Mengumpulkan, menyiapkan bahan kebijakan, penyusunan, 

pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan produk hukur 

desa; 
• Menyampaikan data/informasi yang berkaitan dengan pemerintahan 

desa; 
d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak ketiga 

(pemerintah maupun swasta) dalam menunjang penyelenggaraan 

pemerintahan desa; 
e. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis penyelenggaraan 

pemerintahan desa; 
f. Melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dengan 

satuan kerja terkait di Pusat maupun di daerah; 
g. Membina dan mengawasi staf bawahannya; 
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun scwaktu­ 

waktu kepade kepala bidang; 
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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• 

2) Uraian Tugas Seksi Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Desa, sebagai 
berikut: 
e. Menyampaikan data/informasi sebagai bahan perurusan rencana di 

bidang pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa, 
b. Membantu kepala bidang menyiapkan bahan penyusunan kcbijakan, 

pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap 
pengelolaan keuangan desa dan aset desa; 

c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengelolaan pendapatan dan 
kckayaan desa dengan berbagai pihak terkait; 

d. Melakukan pclatihan dan bimbingan tekmis pengelolaan keuangan desa 
dan aset desa; 

e. Melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dengan 
satuan kerja terkait di pusat maupun di daerah; 

f. Membina dan mengawasi staf bawahannya, 
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu­ 

waktu kepadu kepala bidang; 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang beriaku. 

(3) Uraian Tugas Seksi Penataan Desa, sebagai berikut: 
a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang penataan desa; 
b. Menyiapkan bahan fasilitasi atas penyelenggaraaan pembentukan, 

pemekaran desa; 
¢. Melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas 

pembentukan, pemckaran desa; 
d. Memfas~litasi pelaksanaan pcmbangunan kawasan pedesaan dan tata 

ruang desa; 
e. Melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dengan satuan 

kerja terksit di pusat maupun di daerah; 
f Membina dan mengawasi staf bawahannya; 
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tuges secara berkala maupun sewaktu­ 

waktu kepada kepala bidang; 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olch kepala bidang sesuai 

kctentuan perundang-undangan yang beriaku. 

BAB Ill 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 15 

(1) Penjabaran Uraian Tgas Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapkan 
dengan Keputusan Walkota. 

(2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka khusus Pasal 17 sampai 
dengan Pasal 22 Peraturan Walikota Tua! Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Uraian Tugas Jabatan Struktural Organisasi Lembaga Tcknis Dacrah Kota 
Tual, dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa! 16 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual. 

Ditetapan di Tual 
Pad61an .o5 Januari 2017 

{ 

PARAF AUTENTIFIKAS 

Sekda 

Diundangkan di Tual 
Pada tanggal os Januari 2017 

SE1ARIS O�ERAH KOTA TUAL 

R 

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR 244 
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